(6. EFOMINEO

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR \2 TAHUN 2022

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA.,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja,
disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai
dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan perlu upaya
peningkatan penghasilan CPNS dan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota perlu disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
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Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratiran

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah desngan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718); .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
112);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor €3 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri;
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Dalam Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

22.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

(Berita Daerah Kabupaten Lima. Puluh Kota Tahun 2010
Nomor 29);

23.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Nomor 8 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
Wakil Bupati adalat Wakil Bupati Lima Puluh Kota.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B
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. 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

sels jutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
ik *r Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

| yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan

euangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

w Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
1 isi i : Pntuk kelompok profesi bagi Pegawai yang bekerja pada

Pemerintah.

egawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah

' g lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

jf-.u dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah
ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja

Dat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi

\egeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

1l yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

i dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi Pemerintah

n 1 ima Puluh Kota.

u Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada

dministrasi adalah Jabatan sekelompok jabatan yang berisi

n tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta

si pemerintahan dan pembangunan.

ingsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

Jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu

yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan keahlian dan

ampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan

a disyaratkan dengan angka kredit.

n Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam
n sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk
Visi Pemerintah Daerah.

Penilaian Kinerja Pegawai/Verifikator/Admin adalah Petugas
Hasil Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diberi
k memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang
‘oleh Ketua Manajemen Kinerja.

atan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
n nilai suatu jabatan.

in/ Melahirkan adalah kondisi Pegawai wanita yang tidak
erja karena pesalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak
bagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

h kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan

adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena
shatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan

f_f‘i_'u: s adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan
m maupun di luar kota.

Jisiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
anggar ketentuan displin Pegawai Negeri Sipil.
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24. Banding Administrasi adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh
oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa
pemberitahuan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

25. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh
setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai
salah satu dasar pembayaran Penghasilan Pegawai.

26.Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bertugas menyusun,
melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN berupa
Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan
Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK).

28. Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) adalah Tambahan
Penghasilan yang diberikan setiap bulannya kepada seluruh PNS
berdasarkan pelaksanaan tugas, penilaian dari pejabat penilai (atasan
langsung) terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dilaksanakan.

29. Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) adalah Tambahan
Penghasilan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

30. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja
normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam
perbulan) atau batas waktu normal minimal !70 jam perbulan (seratus
tujuh puluh jam perbulan) dan Besaran Persentase TPP berdasarkan
Beban Kerja sesuai kemampuan daerah.

31. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang memiliki potensi kerja yang tinggi sesuai bidang
keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan diatasnya dan
Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah.

32. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

33. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melakaanzf}can
tugasnya memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa,
dan lingkungan kerja yang memiliki karakteristik yang khusus.'

34. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam

| mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka * ‘

- 35.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif La.mnya:

 adalah kriteria Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai

ASN yang sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang—undaqgafn

dan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik

daerah. | :
36. Kelas Jabatan adalah pemetaan dan pengelompokkan tingkat jabatan

berdasarkan nilai suatu jabatan. | |
37.Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang

mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi
jabatan.
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38. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja pegawai.

39. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada
Satuan‘nrganisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja
pegawai.

40. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang

dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya

dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

42. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.

43.SKP Online adalah pemanfaatan teknologi inforinasi dengan
menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian
prestasi kerja pegawai.

44. Detasering adalah penugasan sementara waktu atau penempatan
Pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

45. Dana yang diarahkan adalah dana yang diarahkan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah yang diatur oleh petunjuk teknik
khusus.

46. Akuntabel adalah bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Proporsionalitas adalah pemberian TPP ASN mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

48. Efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan
target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
kinerja yang ditetapkan.

49. Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

50. Kesejahteraan adalah bahwa pemberian TFP ASN diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

51.Optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

41.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Daerah dengan maksud :
a. Penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN sesual
kemampuan keuangan Daerah; dan
b. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf a adalah
ketersediaan dana maksimal yang dianggarkan dalam APBD tahun
berjalan.

Pasal 3
Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah:
a. Memberikan Penghargaan kepada Pegawai ASN;
b. Meningkatkan Motivasi dan Produktifitas Kerja Pegawai ASN;
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¢. Meningkatkan kesejahteraan/pendapatan Pegawai ASN sehingga
standar biaya hidup minimum bisa tercapai; dan
d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PANGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kepastian hukum;

b. Akuntabel;
Proporsionalitas;

. Efektif dan Efisien;
Keadilan dan Kesetaraan:
Kesejahteraan; dan
Optimalisasi.

® ™00

Pasal 5
TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB IV
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 6
Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan
Produktivitas Kerja (TPPK) dan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK)
dengan perbandingan :
a. Tambahan penghasilan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh
per seratus); dan

b. Tambahan penghasilan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh per
seratus).

Pasal 7
(1) Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk
a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
b. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
¢. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
d. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
e. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi:
f. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan
berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 8
(1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana Pasal 7 huruf a diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban
kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (Seratus Dua Belas Koma Lima
Jam Perbulan).
(2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebesar 40%
(empat puluh per seratus) dari basic TPP.
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Pasal 9
(1) TPP berdasarkap Prestasi Kerja sebagaimana Pasal 7 huruf b diberikan
kepat%a Pegawai ﬁ‘kSN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang
keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 60 %
(enam puluh per seratus) dari basic TPP.

Pasal 10

(1) TF’P berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c
diberikan dengan kategori :

a. Tempat bertugas daerah terpencil;
b. Tempat bertugas daerah sulit; dan
c. Tempat bertugas daerah sangat sulit.
(2) Penetapan kriteria daerah tempat bertugas Pegawai ASN sebagaimana

disebut pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan oleh Pejabat yang
berwenang.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah 10
% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.

Pasal 11
TPP berdasarkan Kondisi kerja/ resiko sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d
~ diberikan kepada :
a. Pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko
tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
'b. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular:
2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia
berbahaya /radiasi/radioaktif;
3) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamawan kerja;
4) Pekerjaan yang beresiko dan berhubungan dengan aparat pemeriksa
dan penegak hukum;
5) Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan
6) Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan
fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
Besar Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah 10%
(sepuluh per seratus) dari basic TPP.

Pasal 12
'PP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e
iberikan kepada :
Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan

2) Kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak

ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan
kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan
tertinggi pada Pemerintah Daerah.
Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah
minimal 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.
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Pasal 13

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal
| 7 huruf e diberikan kepada :

Fa. Pt.egawm ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang
_ diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan

b. Besargn tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnva
sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah. '

| Pasal 14

I_(1] Tambahan Penghasilan Produktivitas Kerja (TPPK) sebagaimana dimaksud
Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulannya

! berdasarkan kinerja melalui SKP Online.

(2) Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK) sebagaimana dimaksud Pasal

6 huruf b, diberikan kepada pegawal setiap bulannya berdasarkan
kehadiran.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian tambahan penghasilan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Bupati tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 15

Penerima Tambahan Penghasilan adalah:

| a. Pegawai ASN yang bekerja pada instansi di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

b. Pegawai ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar
Pemerintah Daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilihan
Umum (BAWASLU) dan sebagainya;

c. Pegawai ASN yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi diluar
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, tidak
diberikan TPP apabila Pegawai ASN dimaksud menerima tunjangan
kinerja atau dengan sebutan lainnya dari instansi vyang
mempekerjakan; dan

d. Pegawai ASN pindahan dari luar Daerah, Tambahan Penghasilannya
akan dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas
berdasarkan SPMT dan sepanjang anggaran tersedia.

Pasal 16

(1) Pembayaran tambahan penghasilan CPNS dibayarkan sesuai dengan
jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai
F CPNS.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai
tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan ASN bagi CPNS formasi jabatan
pelaksana dibayarkan 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas
jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS
menjadi PNS.
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(4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu

dibaygrkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan
fungsional tersebut,
(5) Untuk tambahan penghasilan CPNS yang tidak diatur dalam Peraturan

Bupati ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan vyang
berlaku.

Pasal 17

Pegawai ASN yang memberikan jasa layanan pada BLUD Rumah Sakit dan
BLUD. Puskesmas serta pemberian insentif pajak dan retribusi tetap diberikan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan, tambahan penghasilan
tetap dibayarkan.

(2) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan (1 bulan penuh atau lebih)
hanya diberikan Tambahan Penghasilan Disiplin Kerja (TPDK).

(3) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Alasan Penting (1 bulan penuh atau
lebih) hanya diberikan tambahan penghasilan disiplin kerja (TPDK).

(4) Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Bersalin/ Melahirkan dan Cuti Sakit
(1 bulan penuh atau lebih) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan
Disiplin Kerja (TPDK).

(5) TPP ASN yang ditugaskan mengikuti rapat, konsultasi, diklat, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, Detasaring, dana yang diarahkan dan tugas
lain yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) tetap dibayarkan.

Pasal 19

(1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana
Harian (Plh) diberikan tambahan penghasilan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana
dimaksud Pasal 14 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

a. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau
Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan
definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 20 % (dua
puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan Pelaksana Tugas
(Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang diemban yang bersangkutan;

b. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau
Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan yang setara dengan jabatan
definitifnya diberikan tambahan penghasilan sebesar 20 % (dua
puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana
Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang diemban yang
bersangkutan

c. Pejabat yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu
tingkat di bawah jabatan definitifnya hanya menerima Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN pada jabatan definitifnya.

(3) TPP yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian
(Plh) dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas terhitung
mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana

Harian (Plh).
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(4) Dalam hal Plt. atau Plh. mulai melaksanakan tugas dibawah tanggal 15

(lima belas) pada bulan tersebut, maka Pegawai ASN yang bersangkutan
berhak menerima tambahan TPP pada bulan tersebut, sedangkan apabila
tanggal tanggal melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) pada
bulan tersebut, maka tambahan TPP diberikan untuk bulan berikutnya.
(5) Tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau

Pelaksana Harian (Plh) dapat diberikan dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 20

(1) Pegawai ASN yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan :

a. Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar dan fungsional tertentu
lainnya yang menerima sertifikasi;

b. Pegawai ASN menjalani Cuti Besar atau Cuti diluar tanggungan

Negara;

Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;

Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;

Pegawai ASN yang dalam masa bebas tugas untuk persiapan pensiun

atau Masa Persiapan Pensiun (MPP);

f. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai yang
dipekerjakan/diperbantukan didalam atau diluar pemerintah
daerah; '

g. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh
pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

h. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak
diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara;

i. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan harian;

j. Pegawai ASN yang kehadirannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima
persen); dan

k. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

® o0

Pegawai ASN yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan pada ayat 1
huruf k, dapat diberikan tambahan penghasilannya apabila telah ada
aturan yang mengaturnya.

Bagian Kedua
Besaran Tambahan Penghasilan
Pasal 21
ssaran TPP dan Pola penetapan sanksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Apati.

Bagian Ketiga
Pengisian SKP Online
Pasal 22
l) Pengisian Prestasi Kerja Pegawai ke dalam Aplikasi SKP Online dilakukan
pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya.
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(2) Pengisian Prestasi Kerja Pegawai ke dalam Aplikasi SKP Online harus

dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

(3) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN harus dilakukan oleh atasan
langsung yang bersangkutan.

(4) Tata cara pengisian Prestasi Kerja melalui SKP Online sebagai berikut:

a. Pegawai ASN mengisi laporan dan realisasi sampai dengan status
selesai tanggal tiga bulan berikutnya;

b. Verifikator menyampaikan laporan realisasi bulanan Pegawai ASN ke
BKPSDM hari keempat bulan berikutnya dengan melampirkan
laporan kegiatan harian minimal 20 kegiatan (tupoksi) setiap
bulannya; dan

c. Tim manajemen kinerja BKPSDM memverifikasi dan membuat
rekomendasi laporan kinerja Bulanan.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 23
Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme
sebagai berikut:

a. Pimpinan PD/unit kerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Pegawai,
kepada Badan Keuangan berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Tim Manajemen Kinerja BKPSDM,;

b. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) sepanjang tersedianya dana pada Kas Daerah;

c. Ketersediaan Dana dalam Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf b
dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD) oleh
Bendaharawan Umum Daerah;

d. Badan Keuangan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) har sejak SPM
diterima.

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN
Pasal 24
Penerimaan TPP Golongan III dan IV, dikenakan Pajak Penghasilan
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
disetorkan ke Kas Negara.

BAB VII
PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 25

Pembayaran TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD.
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BAB VIII
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP
Pasal 26
(1) Pemberian TPP ditunda apabila:
a. Tdak melakukan pelaporan La
(LHKPN);

b. Tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN); dan

¢. Tidak  melakukan kewajiban  sesuai  keputusan Tuntutan
| Eeml)E11daharaat1 dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
(2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan

kewa;ibannya maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP
sesual dengan haknya yvang tertunda.

poran Harta Kekayaan Pejabat Negara

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 27
(1) Pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah,
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

(1) Jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran
tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda
sampail pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 25 Mavet 2022

 BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Jiundanc &

. / "LE..-"""-"'““{ 4
di Sarilamak /—f?a AT
yada tand [ | |

SEAXKRETAR)IS DAERAH
ABUPATEN LNVA PULUH KOTA

an

WIDYA PUTEA

ER,TA DAFRAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
AHUN . AR RN T T | e
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e .St
BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 840/ 114 / BUP-LK/II1/2022

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja,

disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai
dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan perlu upaya
peningkatan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Kabupaten Lima Puluh Kota;

. bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil, maka perlu diatur Besaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu
ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201% Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477),

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6267);
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3,

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Pemerintah Nomor JO Tahun 2019 Tentang

Penilaian  Kinerja Pegawal Negeri Sipll (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara  Republil  Indonesia
6:340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2021, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Keta Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2010 Nomor 43);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin PNS dan Penjatuhan Hukuman
Disiplin  PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 43),

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022;
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22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

M .
emperhatikan 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan
Program Kepegawaian Daerah Sub Penyusunan
Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pensiun Sumber Daya Manusia Aparatur pada Asisten
Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor S/32/04/.05/2019 tanggal 15 Juli

2019 tentang Validasi Akhir atas Usulan Persetujuan

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota;

3. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pembahasan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2022 oleh
Tim Pelaksana Penyusun Kebijakan Mengenai
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 841 /325/BKPSDM-LK/111/2022 Tanggal 21
Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

KESATU - Besaran Tambahan Penghasiien Pegawai Aparatur Sipil
Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran
I sampai dengan lampiran XLVI yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah menerima
Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria Beban Kerja,
Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan
Profesi dan Pertimbangan Objektif lainnya.

KETIGA . Pembayaran  Tambahan Penghasilan  diberikan
berdasarkan Jabatan dan Kelas .!abatan.

KEEMPAT . Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

Negara dikenakan sanksi berupa pemotongan berdasarkan
Keputusan Bupati.
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LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN BUPAT]

NOMOR 0 |
TANGGAL : % fmn‘;q-

TENTANG : BESARAN TAMBA
DI LINGKUNGAN

«IMA PULUH KOTA
!’BUP-LH}III!QOQQ
2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI ( BEBAN KERJA )

HAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2022
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BESARAN BESARAN
BESARAN TAMBAHAN | TAMBAHAN
NO NAMA JABATAN KELAS | TAMBAHAN | PENGHASILAN |PENGHASILAN
JABATAN | PENGHASILAN | PRODUKTIFITAS |  DISIPLIN KETERANGAN
100 % KERJA (TPPK) | KERJA (TPDK)
70 % 30 %
1 |Kepala Di K i
inas 'ﬂmunﬂﬁul dan |nl'urm1ﬁkn 14 5,344,600 4'091'299 1.753'330
2 |Sekretaris Dinas ; :
Komunikasi dan Informasi 12 3,807,000| 2,664,900 1,142,100
3 ] L
Kepala Bidang Komunikasi Publik 11 3,312,900 2,319,030 993,870
4 |Kepala Bidang Aplikasi Informatika 11 3,312,900 2,319,030 993,870
- Kepala Bidang Persandian dan Manajemen Data
Elektronik 11 3,312,900 2,319,030 993,870
Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Inf i
® |Publik o el 3,312,900 2,319,030 993,870
7 |JF Pranata Komputer Madya 11 2,250,380 1,575,266 675,114
8 |JF Statistisi Madya 11 2,250,380 1,575,266 675,114
9 |JF Perencana Madya 11 2,250,380 1,575,266 675,114
10 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 2,087,800 1,461,460 626,340
Analis Keuangan Pusat/Daerah Muda / Sub
11 K i K 9 2,402,400 1,681,680 720,720
12 Perencana Muda / Sub Koordinator Program dan g 2,087,800 1,461,460 626,340
Pelaporan
Pranata Humas Muda / Sub Koordinator
13 p o] Media K ikasi Publik 9 2,087,800 1,461,460 626,340
Pranata Komputer Muda / Sub Koordinator
14 |Infrastruktur Teknologi Informasi dan 9 2,087,800 1,461,460 626,340
Komunikasi
Statistisi Muda / Sub Koordinator Statistik
B 9 2,087,800 1,461,460 626,340
16 |JF Perencana Muda 9 1,201,072 840,750 360,322
17 |JF Statistisi Muda 9 1,201,072 840,750 360,322
18 |JF Pranata Komputer Muda 9 1,201,072 840,750 360,322
19 |JF Statistisi Pertama 8 1,152,000 806,400 345,600
20 |JF Statistisi Penyelia 8 1,107,000 774,900 332,100
m Seksi Penanggulangan, Pemulihan, 1,911,420 1,337
i Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Siber 9 . | 994 573,426
22 |Kepala Seksi Manajemen Data Elektronik 8 l.ﬂlﬂ-ﬁml 1,337,420 §73,180
23 |Kepala Seksi Aplikasi 8 1,911,420 1,337,994 573,426
L-*L.- - —




BESARAN BESARAN
BESARAN TAMBAHAN TAMBAHAN
NO NAMA JABATAN KELAS | TAMBAHAN | PENGHASILAN | PENGHASILAN
JABATAN | PENGHASILAN | PRODUKTIFITAS |  DISIPLIN KETERANGAN
100 % KERJA (TPPK) | KERJA (TPDK)
70 % 30 %
na Kepala Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis
Eelektronik 8 1,911,420 1,337,994 573,426
a5 Kepala Seksi Statistik Sektor El:onomi dan
Infrastruktur 8 1,911,420 1,337,994 573,426
Kepala Seksi Layanan Huoungan Media dan
i Kehumasan 8 1,911,420 1,337,994 573,426
Kepala Seksi Monitoring Opini dan Aspirasi
27 | publik e ‘ 5 1,911,420 1,337,994 573,426
Kepala Seksi Identifikasi, Deteksi dan Prote
29 |Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik 8 1,910,600 1,337,420 573,180
30 |JF Perencana Pertama a 1,152,000 806,400 345,600
31 |JF Operator Transmisi Sandi Penyelia 8 1,107,000 774,900 332,100
32 |JF Pranata Komputer Pertama 8 1,152,000 806,400 345,600
33 |JF Pranata Komputer Penyelia 8 1,107,000 774,900 332,100
34 |JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7 1,051,230 735,861 315,369
35 |JF Statistisi Pelaksana Lanjutan 7 1,051,230 735,861 315,369
36 |Analis Tata Usaha 7 1,000,360 700,252 300,108
37 |Bendahara 7 1,513,000 1,059,100 453,900
38 [Analis Keuangan T 1,000,360 700,252 300,108
39 |Analis Persandian 7 1,000,360 700,252 300,108
40 |Analis Standar Teknologi Informasi 7 1,000,360 700,252 300,108
41 |Analis Penerapan Aplikasi dan Konten 7 1,000,360 700,252 300,108
42 |Analis Publikasi 7 1,000,360 700,252 300,108
43 |Analis Data dan Informasi 7 1,000,360 700,252 300,108
44 |Analis Perencanaan Program 7 1,000,360 700,252 300,108
45 |Analis Perencanaan Anggaran 7 1,000,360 700,252 300,108
Analis Perencanaan Program Evalusai dan
46 Pela 7 1,000,360 700,252 300,108
47 |Analis Perencanaan Evalusai dan Pelaporan 7 1,000,360 700,252 300,108
48 |Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi 7 1,000,360 700,252 300,108
49 |Analis Sistem Informasi 7 1,000,360 700,252 300,108
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BESARAN BESARAN
BESARAN TAMBAHAN TAMBAHAN
NO NAMA JAGATAN KELAS | TAMBAHAN | PENGHASILAN | PENGHASILAN RANGAN
JABATAN | PENGHASILAN| PRODUKTIFITAS |  DistPLIN | KETE
100 % KERJA (TPPK) | KERJA (TPDK)
70 % 30 %
an PP legl |
50 |Analis Sistem Informasi (CPNS 2021 B satins bt
I 7 800,288 560,202 240,086 ;-ﬂ e
|ter warighvitan
51 |Analis Berita 7 1,000,360 700,252 300,108
52 |Analis Sumber Daya IPTEK 7 1,000,360 700,252 300,108
53 |Analis Asset Daerah 7 1,000,360 700,252 300,108
54 |Analis Konten Medsos 7 1,000,360 700,252 300,108
55 |Analis Statistik 7 1,000,360 700,252 300,108
56 |Pranata Komputer 7 1,000,360 700,252 300,108
wn TPF eyl |
dibayarkan soliass
80 % dalapan puhih
57 |Pranata Komputer (CPNS 2020) T 800,288 560,202 240,086 pu-qu-u;:.um
58 |Penyusun Berita dan Pendapat Umum 7 1,000,360 700,252 300,108
—r_
59 |Pengendali Jaringan Komunikasi 7 1,000,360 700,252 300,108
TV ey
PN dibayarkan sebosar
% idalagan m_.
60 |Pengendali Jaringan Komunikasi (CPNS 2020} T 800,288 560,202 240,086 M“
61 |Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 7 1,000,360 700,252 300,108
62 |Pranata Humas 7 1,000,360 700,252 300,108
I'NE dibayarkan sebesar
800,288 560,202 240,000 [pereect bordasactan haina
63 |Pranata Humas (CPNS 2020) [ d ' ' A -
64 |JF Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan 7 1,051,230 735,861 315,369
65 |JF Operator Transmisi Sandi Pelaksana 6 950,160 665,112 285,048
66 |Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 6 903,900] 632,730 a71,170
67 |Verifikator Data Laporan Keuangan 6 903,900 632,730 271,170
[ =
68 |Penata Laporan Keuangan 6 903,900 632,730 a71,170
69 |Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan 6 903,900 632,730 271,170
71 IPﬂnhh Sistemn dan Jaringan 6 m.mn 632,730 271,170
72 |Pengelola Dokumen dan Informasi idulcum 6 903,900| 632,730 271,170
73 |Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 6 903,900 632,730 271,170
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BESARAN BESARAN
BESARAN TAMBAHAN | TAMBAHAN
%O NAMA JABATAN KELAS | TAMBAHAN | PENGHASILAN |PENGHASILAN
JABATAN | PENGHASILAN | PRODUKTIFITAS |  DISIPLIN KETERANGAN
100 % KERJA (TPPK) | KERJA (TPDK)
70 % 30 %
74 |Pengelola Sistem Informasi
6 903,900 632,730 271,170
75 lw Sandi dan Telekomunikas
‘ 6 903,500 632,730 271,170
76 Data
Pengolah 6 903,900 632,730 271,170
77 |Pengelola Teknologi Informasi £ 903,900 632,730 271,170
78 |Pengelola Keamanan Sistem Informasi 6 mmJ 632,730 271,170
79 |Pengelola Instalasi Teknologi Informasi 6 903,900 632,730 271,170
80 |Operator Pengembangan Sarana [PTEK 6 903,900 632,730 271,170
4
Bl |Pengelola Situs/Web 6 903,900 632,730 271,170
82 |Operator Komputer Grafis 6 903,900 632,730 271,170
83 Design Grafis & 903,900 632,730 271,170
£4 |Pengeiola Database 6 903,900 632,730 271,170
85 |Pengelola Data tata Organisasi dan tata laksana 6 903,900/ 632,730 271,170
86 |Operator Transmisi Sandi 6 903,900 632,730 271,170
[
87 |Pengelola Dokumentasi 6 903,900 aaa.7%0 g
—
35 b DN Fangvichan dan Lagunen 6 903,900 632,730 271,170
2 lrp et Pisass . 950,160 665,112 285,048
'F
90 Lov Stuttatist Petatorans 6 954,600 668,220 m.anii
91 |JP Statistisi Pelaksana Pemuls 5 921,900 s (R .
-
92 |JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5 921,200 644,840 276,360
s
5 850,640 595,448 255,192 |
A 850,640 595,448 255,192
5 850,640 595,448 255,192
r 1
5 850,640 595,448 255,192
5 850,640 595,448 255,192
r
s 850,640 595,448 255,192
5 850,640 595,448 255,192

Scanned by TapScanner




BESARAN BESARAN
BESARAN TAMBAHAN TAMBAHAN
NO NAMA JABATAN KELAS | TAMBAHAN | PENGHASILAN |PENGHASILAN
JABATAN | PENGHASILAN | PRODUKTIFITAS | DISIPLIN | KETERANGAN
100 % KERJA (TPPK) | KERJA (TPDK)
70 % 30 %
100 [Teknisi Produksi Multimedia dan Web 5
850,640 595,448 255,192
101 |Pengemudi
nge 3 802,400 561,680 240,720
102 |Petugas Keamanan
3 802,400 561,680 240,720
103 |Pramu Kebersihan 1 703,000 492,100 210,900
; tDitc_tapkan di Sarilamak
f.' 1{, pad'a tanggal 28 Maret 2022

(*( & BUPATELIMA [PULUH KOTA,
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LAMPIRAN XLIV : KEPUTUSAN BUPATT Lima PULUH KOTA

NOMOR } 840}' W /Bup
-L
TANGGAL : 1 Maw Kzférzlézozz

TENTANG : BESARAN TAMBAMAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHA

(30% ) : SILAN DISIPLIN KERJA
NO INDIKATOR PERSENTASE
— - - - . PEMOTONGAN
T S onC— 3
1. | Tidak Masuk Kantor Tanpa Kabar il i 5 % per hari
2. | Tidak Masuk Kantor Dengan Surat Izin sampai 2 % per hari
dengan 3 hari
3. | Tidak Masuk Kantor dengan surat izin Lebih Dari 3 3% per hari |
(tiga) Hari |
4. | Tidak Masuk Kantor Karena Sakit tanpa surat 2 % per hari |
keterangan dokter sampai dengan 3 (tiga) Hari |
5. | Tidak Masuk Kantor Karena Sakit tanpa surat 3% per hari |
keterangan dokter Yang Lebih Dari 3 (tiga) Hari.
6. | Tidak Masuk Kantor Karena Sakit dengan surat 1 % per hari
keterangan dokter
7. | Tidak Mengikuti Apel Pagi 1 % per apel pagi |
8. | Terlambat Datang 0,3 % per jam |
9. | Cepat Pulang 0,3 % per jam
Keterangan :

Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah
jumlah persentase pemotongan perbulan dikalikan besaran Tambahan
Penghasilan Disiplin Kerja ( 30% ) perbulan.

Perhitungan Persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Disiplin
Kerja dihitung berdasarkan jumlah hari indikator dan akumulasinya

dikalikan dengan besaran penerimaan tambahan penghasilan dasar
perbulan.

PNS terlambat datang lebih dari 2 jam dari ketentuan jam masuk
hntgra,ngemotongan disamakan dengan “tidak masuk kantor dengan

surat izin”

PNS yang jumlah pemotongan pada satu bulan melebihi 75% dari besaran
Tambahan Penghasilan Perbulan, maka pada bulan yang bersangkutan
Tambahan Penghasilannya tidak dibayarkan.

) Pitetapkan di Sarilamak
//zﬁé ~Pada tanggal 78 Maret 2022

|l'r.--

4
i ofr iy y)
JE " “BUPATI LIMA PULJJH KOTA,

\ , | s |
\\\%?\n;'/

S pARUDDIN DYBANDARO RAJO
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LAMPIRAN XLV : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULH KOTA

NOMOR  : 840/
: BUP-LK
TANGGAL : 123 Maxe b

TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

lllllllllllllllllllllllll

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan
pada Perangkat Daerah ............. Kabupaten Lima Puluh Kota bulan
.................. Tahun Anggaran 2022, teiah dibuat dengan benar
berdasarkan daftar hadir pegawai dan telah melalui uji keabsahan.

2 Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan

Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan

Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke

Demikian pernyat;aan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

: 2022
Kepala OPD

NAMA

Ditetapkan di Sarilamak
\‘Pa,ga tanggal 8 Maret 2022

/" /.BUPATI LIMA PU LUH KOTA,
[ 4 / -
| _
\2\
LSAFARUDDI ANDARO RAJO
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JAMPIRAN XLV : REPUTUSAN BUPATI LIMA PULUL ROTA

NOMOR  : 840/ 4y /BUP.LK
- /II1/2022
TANGGAL : 28 Maret 2022

TE :
NTANG . BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
No Hari/ Uraian Kegiatan Volume | Keterangan
Tanggal Harian |
1
2
3
o A
Diketahui Atasan Langsung Sarilamalk, .......... 2022
PNS Pembuat Laporan
(Nama) Nipl..'l.Ifl.l.:l.‘.ﬂ?L .....

\yDitetapkan di Sarilamak
2. pada tanggal 2 Maret 2022

/ Al

[+ | 'BUPATI LIMAPULUH KOTA,
A i,
%\ >,
\H U’i'l_n-t. ¥
L "SAFARUD ANDARO RAJO
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BUPATI LIMA PULUH KOTA

N

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 789/ %9 /BUP-LK/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
TIM MANAJEMEN KINERJA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen sumber
daya manusia aparatur khususnya pengukuran kinerja
pegawai, perlu dibentuk Tim Manajemen Kinerja Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa hasil penilaian dari Tim Manajemen Kinerja
Pegawai menjadi dasar dalam penilaian pegawai yang
berimplikasi terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan,
Kenaikan Pangkat, Pendidikan dan Pelatihan, Sistem
Promosi jabatan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
ditetapkan Pembentukan Struktur Organisasi Tim
Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
puluh Kota Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan EXx-

Officio dengan suatu Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

9. Undang-Undang Nomor 28 TahL}n 1999 Tentang
Penyelenggaraarn Negara Yang Bersih dan Bebas Dani
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ?S,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Mengingat Nt
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Ten P i
(Ler;il;?_aim?:l;ﬂml;erama:san Tindak Pidana Korupsi
Nomor 137 '?‘ar:b hepubhk Indonesia Tahun QOQQ
gldnnesia Nc:mﬁr 42530)?“ NGl e S
P;ﬁi:;ri:ﬁ Nomor. 1 Talmin 308 Tentang
Indonesia Tahun QEgara Lombacsr NEPUN BRI
M e ‘ 04 ?Iumur 5, Tambahan Lembaran
publik Indonesia Nomor 4355);
g:;;xg{-siﬁanf Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Keuangsn N engelolaari dan Pertanggung Jawaban
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Peraturan pPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor §037}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturarn pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 rtlomur 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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Indonesia Nomor 30
Kinerja Pegawai Negeri
gara Republik Indonesia Tahun 2019

Tambahan Lembar:
Indonesia Nomor 6037); 2 g

IO.Eei;?n];ran Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
N 111‘1 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

e P:ga:a Republik l{ldonesia Nomor 6718);

' R :.a ur@ M.cntcn Pendayagunaan Aparatur Negara dan

28 20;1’;331 Birokrasi Republi'k I:-{dnnesia Nomor 6 Tahun

entang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil

l;egara I(F?Se}rita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
omor :

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 43);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93 ).

Negara Republik

Tentang

Kepegawaian dan Pengembangan

Nomor 63 Tahun 2022 Tentang
nyusunan Kebijakan Pencapaian
tur Sipil Negara (TPP-ASN)

Keputusan Kepala Badan
Sumber Daya Manusia

Petunjuk Operasional Pe
dan Evaluasi Kinerja Apara

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Organisusi dan Personalia Tim
Me iemen Kinerja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
N:::l:!a di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh
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Tim  sebagaimana
mempunyai tugas sebagai berikut -

aba '
canggotaan sebagai tan Ex-Officio, dengan susunan
gaimana tercantum pada lampiran vang

merupakan sat
- u k LY
esatuan yang utuh dengar Keputusan ini

dimaksud pada Diktum KESATU

P :Ei“::ﬂﬂnbﬂ:iﬂﬁﬂt mcmbcrilfun arahan tentang
A pcnmdfa anU sesual  dengan  ketentuan
Wakil Pengarah be“R ndangan yang berlaku;
rtugas membantu Pengarah dalam
i::::ﬁf‘ﬂﬂn kegiatan sesuai dengan ketentuan yang
¢. Koordinator bertugas untuk bertanggung jawab dalam
memberikan masukan kepada Ketua, Sekretaris dan
Anggota Tim Manajemen Kinerja  Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN;

d. Wakil Koordinator bertugas membantu dalam
memberikan masukan kepada Koordinator;

e. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai
ASN,;

f Sekretaris bertugas memberikan fasilitasi pelaksanaan
Manajemen Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawail
ASN;

g. Wakil Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan
administrasi untuk pelaksanaan Manajemen Kinerja
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN;

h. Anggota bertugas melaksanakan tahapan Manajemen

Kinerja Tambahan Penghasilan ASN

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai / Verifikator /

Admin bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi

kimrjﬂ. mwail yang
Kinerja;
imana dimaksud Diktum KESATU dalam

laksanakan tugasnya bertanggung jawab  dan
» laksanaan kepada Bupati Lima

mnyamwm laporan pe
Puluh Kota.

ditetapkan Ketua Manajemen

Pembiayaarn ' ditetapkannya
ang ditimbulkan  akibat
i :ibcbﬂnknn kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja D:rah Kabupaten Lima Puluh  Kota Dokumen
masing masing Organisasi Perangkat
Pelaksanaan Anggaran

Lama Puluh Kota Tahun Anggaran 2022,
Daerah Kabupaten
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2022 dan

apabila dikemudian hari i(erdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan  kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januon 2022

2 Blmqu LIMA PULUH KOTA,

Tembusarn : disampaikan kepada Yth :
Masing-masing Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dan lain-lain yang dirasa perlu

W~
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ERSONALIA TIM MANAJEMEN KINKERJA

o prom G )
HKOTA TAHUN 2022 hatam e KUNGAN PEMERINTAN

ALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

MPIRAN :  KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUN KOTA
NOMOR 789/ % /Bup. LK/1/2022
| 2022
TENTANG : PEMBA
TAM:&:':'I:;&;\: STRUKTUR ORGANISAS) DAN p
T ‘NGHASILAN APARATUR l
SUPATEN LIMA puy ke,
o JABATAN/NAMA

{ |Bupati Lima Puluh Kota P

KEDUDUKAN DALAM TIM

2 |Wakil Bupati Lima Puluh Kota e —— e __El'_"i"_'_“l_ﬁ = N
A e —— Wakil Pengarah
" e S g Koordinmtor
4 n Administrasi Umum ]
. e Wakil Koordinnton
d e — — —— S— - =
5 Badan Kepegawman dan Pengembangan Sumber Daya Munusin St
Sekretaris Badan an d
’ - e &ﬂﬁ.‘mhmm Sumber Dayn Manusia Wakil Ketun
pid Diklat Dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan K .
7 e : an Kepegawaian dan
nger Sumber Daya Manusia Sekretaris
Kasubid Penilaian Kinerja ASN pada Badan K
8 | epegawaian dan Pengembangan
r Daya Manusia Wakil Sekretans
9 2 Perekonomian dan Pembangunan
Anggotn
10 'n Pemenntahan dan Kesra ]
Angpota
ll Ir e L1110
Anggota
12 |K mmmpmmmm&nmhm Anggota
13 |Kepala Badan Keuangan Angpota
n'- - Dinas Keschatan Anggota
15 |K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggotn
Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
17 |Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Anggota
18 |Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggota
ué epala Satuan Polisi Pamong Praja Anggota
n- ) Badan Perencanaan Penchitian dan Pengembangan Anggota
BLUD RSUD dr. Achmad Darwis i3
m Kepala Bagian Hukum —
n (epa Bagian Pemerintahan
™ "— Anpgot
| a . Bagian Organisam e
| = -
': E : y Diniplin ASN pada Badan Kepegawsaian dan Anggota
L Jaya MAN! !
L m e | Pengadaan dan Status ASN pada Badan Kepegawilan dat Anggota
}rabangan Sumber Daya Manusia
n 4 P Ke Aot
n- abid Anggotn

Scanned by TapScanner




Kabid Persandian dan Manajemen Data Elektronik pada Di ; " — -
29 dan Informatika ik pada Uinas Komuntonsl Anggota
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN pada Bad b
% Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mand:a e . Anggnta ll
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Tekni - ‘
1 . ekms ASN a Bad
3 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . - Anggoia
32 Assesor Muda/ Sub Koordinator Mutasi pada Badan Kepegawaian dan AR e
Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
33 Auditor Kepegawaian Muda/ Sub Koordinator Displin pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
34 Analis Kepegawaian Muda/ Sub Koordinator Kepangkatan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
35 Kasubid m-ﬁﬂlpﬁlﬂndm Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Anggota
36 Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggotn
37 Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
38 Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan e "
Pengembangan Sumber Daya Manusia o
pon Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Anggota
41 Pranata Komputer Muda/ Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi At
pada Dinas Komunikasi dan Informatika g0
42 Analis Kebijakan Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
pada Bagian Organisasi dne e
43 MWHMIMWMWMM Pengelola Penilaian Kinerja Pegaw/
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Super Admin/ Anggota
44 mmmwmmwmw. Pengelola Penilaian Kinerja
Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pegawau /Verifikator/ Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pengelola Pemilaman Kinena
* Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pegawai/Venfikator/ Anggota
mmbsmn?mummmm.wmﬁdmuwm Pengelola Penilaman Kinena
b Bagian Umum Sekretariat Daerah Pegawau /Venfikator/ Anggota
- N Pengelola Penilaian Kinenja
47 |Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Pegawai/Verifikator/ Anggota
mmmmmwpﬂ.mmm Pengelola Penilasan Kinena
- Kebudayaan Pegawa /Verifikator/ Anggota
MMHMMMWMWHWUEM Pengelola Penilaian Kinena
49 | dan Penataan Ruang Pegawai/Verifikator/ Anggota
’ Pengelola Penilaian Kinerja
50 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Pegawai/ Verifikator/ Anggota
. Pengelola Penilaian Kinerya
51 mwmmwmmmnm Pegawai/ Verifikator/Anggota
Pengelola Penilaian Kinerja
52 MMMMMWWMIM Pegawai/Verifikator/ Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pengelola Penilalan Kinerja
53 Pencatatan Sipil Pelnwni;\?grmkntur! H_r.umnln
Lﬂllull-' Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pengelola Penitlaian Kinerja
%4 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pegawni /Verifikator / Anggota
55 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Pengelola Penilaian Kinerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pegawai /Verifikator/ Anggota
56 Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenagn Pengeloln Penilaian Kinerjn
Kerja Pegawai/Verifikator/ Anggota
K L ikasi Inf il Pengelola Penilaian Kinerja
o} s Nopes ! - - Pegawai /Verifikator / Anggotn
4 -
sg Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pengslola Penilminan Kinern
Olahraga Pegawai / Verifikator [ Anggota
59 Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Penilainn Kinerjn
_"‘ Desa/Nagari Pegawal/Verifikator /| Anggotn
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Pengelola Penilaian Kinerja

: Pegawai /Verifikator/ Anggota

61 mmbﬂrmm&wmmmm Pengelola Penilaian Kinerja
Pegawai /Verifikator/ Anggota

Pegawai /Verifikator/ Anggota

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pangan Pengelola Penilaian Kinerja

Pegawai /Verifikator/ Anggota

65

Pengrlola Penilaian Kinerja
Pegawai /Verifikator/ Anggota

Pengelola Penilaian Kinerja
Pegawai /Verifikator/ Anggota

67

Pengelola Perulman Kinenja
Pegawai [Venfikator /| Anggota

mmummmmmmm

Pengelola Penilasan Kinena
Pegawai [Venfikator/ Anggota

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada RSUD dr. Achmad Darwis

Pengelola Penilaian Kinena
Pegaveal [Verifikator /| Anggota

70 Kasubag Umum dan Kepegawaizn pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Pengelola Perulasan Kinena
Pegawai /Venfikator/ Anggota

71 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Akabiluru

Pengelola Penilaan Kinerja
Pegawai /Venhikator/ Anggota

72 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Harau

Pengelola Penilaian Kinena
Pegawan / Venfikator /| Anggota

73 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawman pada Kecamatan Kapur 1X

Pengelola Penilaian Kinerja
Pegawai /Venlikator | Anggola

T

74 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Guguak

Pengelola Penilaan Kinerja
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| ! Pegawas [Venlikator/ Anggota
: ’ . Pengelola Penilajan Kinerja
75 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bukil Bansan + /Ven / -
. Pengelola Penilian Kinerja
76 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Panghilan Koto Baru FMIVHMIM__
_ . Pengelols Penilaian Kinerja
77 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Situjuah Limo Nagan WHI“MIW_ -‘
‘ : Pengelols Penllalan Kinerjo
78 |Kasubeg Umum den Kepegawaan pads Kecamatan Payskumbuli Vegawai /Verfikator | Anggots
Pengelula Penilaian Kineijs
79 |Kasubag Umum dan Kepegawaan padis Kecamatan Mungs | Pegawal/Verfikaton/ Anggoa
1  Pengelols Penilaian Kinena
80 |Kasubeg Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gunuang mel POpeunl/Verimer Ao
= Fengolols Penibuian Kineija
81 |Kasubag Umum dan Kepegawalan padis Keconuiun SUlk Vegawai /Veriilsaton | Anggon
o . Pengelola Pepilaian Kineijo
82 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pads Kecassln Lareh Sagn Halubus Pegawal [ Nooililiaton / Aot
PR IS . ot ;
L Fengelolis Penluln Kinesjn
83 |Kasubag Umum dan Kepegawaian pudi Kecamatnn | 4k Fegawinl [Veorlikaton | A
S —_— =
Hengetola Ponilubn Kinet)s
a4 MMMMMMWMHW Oy Hegwal /Venihatin | A
e sigaterden Poaiilabans Wi jn
85 |SOFYAN Wasgawnd [ Vosihibeabon | Avippiit o
] Fenigabita Fesilatain Bivivijn
#6 |RESFI HARMI, 8 Kom Feguwa [ Verhbatg [ Avgaia
e | .
| Pesgedota Peptluius Bhieiju
87 |VENI RAFLIS, 8.Pd E Pegawint [ Vbl | Ao
S




L

HALMALIDAK

e —— . e

MUKHLIS WINNANDA, 8 Kom

Pengelola Penilaian Kinena
Pegawai /Verifikator / Anggota

Pengelola Penilman Kinenja
Pegawai /Verifikator /| Anggota

LILI PICTRINA, 8 Kep

Pengelola Perulman Kinenja
Pegawai /Verifikator/ Anggota

91

INDRA WARMAN, 8 Kep

Pengelola Penilman Kinerja
Pegawai /Venfikator / Anggota

RAHMI SUSANTI, A Md Keb

Pengelola Penilauan Kinenja
Pegawai /Verifikator /| Anggota

93 |DIAN NURLELA e e
Pegawni /Verifikator /| Anggota
94 |DIANA KARTIKA DEWI, 8 KM . .-
Pegawa /Venfikator / Anggota
05 |HENI JALIYUS, S AP
Pegawai /Venifikator / Anggota
Pengelola Penilman Kinerja
96 [MECI ANGGRAINI, A Md. Kom Pegawni /Venfikator / Anggota
Pengelola Pentlaan kinerja
07 |EMIL NOVRI IRSYAN, SF. Pegawm / Venfikator / Anggota
—
Pengeola Penilman Kinernja
98 |TITIEK, A.Md Pegawa / Ventfikator / Anggola
Pengelola Penilwan Kinena
99 |LENI KATRIN SITOMPUL, S.1P Pegawa / Venfikator / Anggota

KRISNAWATI, 8.Sos
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